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Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang
menetapkan Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan
Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026.
Penetapan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan kewenangan
Bawaslu mengawasi pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf | Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta sebagai tindak lanjut atas
Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun
2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik
Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
411); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022



Catatan

tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 156); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1251).

Objek dan materi muatan dalam keputusan ini mengatur tentang
penunjukan Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional
Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum, serta Staf Pelaksana di
lingkungan Bawaslu Kabupaten Batang ke dalam susunan Tim Fasilitasi
yang terdiri atas Koordinator, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua,
Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota. Masing-masing
kedudukan memiliki pembagian tugas dan wewenang yang jelas,
meliputi koordinasi pelaksanaan pengawasan, pemberian arah
kebijakan umum, arahan teknis serta identifikasi kerawanan dan
evaluasi, koordinasi operasional tim mulai dari persiapan hingga
penyusunan laporan hasil pengawasan, fasilitasi kebutuhan
administrasi dan operasional, hingga penyediaan dukungan teknis dan
administrasi secara menyeluruh. Segala biaya yang timbul akibat
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Keputusan ini ditetapkan di Batang pada tanggal 5 November 2026 oleh
Mahbrur, S.Pd., M.M. selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Batang. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dokumen ini telah
ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan
Siber dan Sandi Negara (BSSN).



